
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya perubahan 
terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2019-2024, maka Rencana Strategis 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Riau Tahun 2014-2019 perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123, Pasal 124 dan 
Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra 
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah 
melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan 
Perkada; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 ten tang Rencana 
Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Riau Tahun 2019-2024; 

GUBERNUR RIAU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat: 

Menimbang: 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2019 

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINS! RIAU TAHUN 2019-2024 

PERATURAN GUBERNUR RIAU 
NOMOR TAHUN 2022 

GTJBERNtTR RIAU 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra 
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 481 7); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 
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14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau 
Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor ... ); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 
ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 
Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau 
Tahun 2018 Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau 
Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
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(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur irii. 

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan 
Sub Kegiatan Pembangunan Tahun 2019-2024 dalam 
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang 
berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan 
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 
pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur 
Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang 
Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan 
Pemerintahan dan Unsur Pemerintahan Umum sesuai 
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 - 
2024 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis 
Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan 
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. 

Pasal 1 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 
Tahun 2019 ten tang Rencana Strategis Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42) diubah 
sebagai berikut: 

Pasall 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NO MOR 42 TAHUN 2019 TENTANG 
REN CANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI 
LING KUN GAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019- 
2024. 

MEMUTUSKAN: 

- 4 - 

Menetapkan: 



H PROVINS! RIAU TAHUN 2022 NOMOR 

Diundangkan di Pekan b 
pada tanggal 2 

Ditetapkan di Pekanbaru 
pada tanggal  2022 

UBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

dengan pengundangan Peraturan Gubernur mi 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. 

memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar 

Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 

3. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka 
Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 
ten tang Rencana Strategis Perangkat Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 
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